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Al Qadri Nur (B11106213), Kedudukan Dan Fungsi Wakil Menteri 
Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, dibimbing oleh Aminuddin 
Ilmar (selaku Pembimbing I) dan Naswar Bohari (selaku Pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan 
dan fungsi wakil menteri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
mengetahui dan menjelaskan hubungan antara wakil menteri dan menteri 
dalam struktur organisasi kementerian. 
Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia di Jakarta dan pada kantor Sekretariat Kabinet Republik 
Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kepustakaan yang 
berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Serta 
pengkajian data-data yang berupa dokumen-dokumen yang akan 
dianalisis, serta wawancara dari beberapa pihak dan data lainnya yang 
dapat dijadikan sebagai data sekunder untuk menunjang penelitian yang 
selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung dalam penulisan skripsi 
ini. 
Temuan yang dapat diperoleh bahwa Ketentuan Konstitusi mengenai 
pengangkatan Wakil Menteri adalah bagian dari kewenangan Presiden 
untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya perintah maupun 
larangan di dalam UUD 1945 memberi arti berlakunya asas umum di 
dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang 
itu boleh dilakukan” dan dimasukkan di dalam Undang sepanjang tidak 
berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan 
lain di dalam UUD 1945. Oleh karena itu, perlu untuk menekankan bahwa 
posisi jabatan Wakil Menteri tidak bertentangan dengan konstitusi. 
Sedangkan, mengenai hubungan Menteri dan Wakil Menteri dalam 
Kementerian Negara yaitu Wakil Menteri memberikan dukungan dalam 


















Dengan selesainya hasil penelitian ini yang dalam rangka mencapai 
gelar Sarjana Hukum (Hukum Tata Negara) Universitas Hasanuddin, 
maka penulis ingin mengucapkan puji syukur yang dipanjatkan sebasar-
besarnya kepada Allah SWT, Sang Pemberi Wujud dari segala wujud 
yang secara manifestasi segala sesuatu tidak terpisah dari-Nya. Dialah 
cahaya dari segala cahaya yang dari cahaya-Nya memancar segala 
keindahan-Nya. Tidak ada yang sanggup mensyukuri-Mu, kecuali dengan 
kebaikan-Mu yang menuntutnya untuk bersyukur. Dan tak lupa penulis 
haturkan salam dan sejahtera atas junjungan Nabi Muhammad SAW, 
Manusia Suci yang merupakan manifestasi makhluk ilahi yang sempurna 
dan pemimpin alam semesta. Manusia Suci yang telah membawa kita 
sekalian dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang 
dengan naungan Ilahi dan kesucian ilmu pengetahuan. Manusia suci yang 
kerinduan manusia selalu tertuju padanya dan keluarganya yang suci. 
Penulis juga menyadari akan bimbingan dan bantuan dari beberapa 
pihak dalam kehidupan penulis sampai saat ini. Oleh karena itu, dengan 
kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Kepada Orang Tua Penulis, Ir. H. Muh. Nur Maks’ud dan Hj. Rosmiati 
Nur, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan pelajaran 
hidup yang berharga bagi penulis. 
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A. Latar Belakang 
Bentuk negara menyatakan susunan atau organisasi negara secara 
keseluruhan, mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur-
unsurnya, yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahannya. Dengan kata lain, 
bentuk-bentuk negara melukiskan dasar-dasar negara, susunan dan tata 
tertib suatu negara yang berhubungan dengan organ tertinggi dalam 
negara itu dan kedudukan masing-masing organ itu dalam kekuasaan 
negara. 
Bentuk Negara adalah pembahasan tentang bagaimanakah konsep 
dasar tentang bentukan sebuah negara. Apakah negara itu adalah sebuah 
negara kesatuan yang menghilangkan kewenangan setiap daerah yang 
menjadi unsurnya untuk mengatur diri mereka sendiri ataukah kita akan 
berbicara tentang sebuah negara yang lahir berdasarkan sebuah 
perjanjian persatuan antara daerah-daerah yang lebih dikenal dengan 
istilah federal. 
Bentuk Pemerintahan adalah wacana tentang asal muasal 
kewenangan pemerintahan dalam sebuah negara. Dalam topik ini, negara 
di dunia hanya terbagi kedalam 2 (dua) kategori besar, Monarki dan 
Republik. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang menjadikan 
kekuasaan raja sebagai sumber kewenangan pemerintahan. Sedangkan, 
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republik adalah bentuk pemerintahan yang mendasarkan kewenangan 
pemerintahan sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.  
Sedangkan topik mengenai sistem pemerintahan adalah tema 
wacana tentang bagaimana setiap kekuasaan itu menyelenggarakan 
pemerintahannya. Dimana sistem pemerintahan kemudian membagi 
negara di dunia kedalam 2 (dua) kelompok utama, yaitu sistem 
presidensial dan sistem parlementer. Sistem pemerintahan presidensial 
adalah sistem pemerintahan dimana antara kepala negara dan kepala 
pemerintahan tidak dilakukan oleh dua orang yang berbeda sedangkan 
dalam sistem pemerintahan parlementer, antara kepala negara dan 
kepala pemerintahan adalah dua jabatan yang berbeda yang diduduki 
oleh dua orang yang berbeda pula.   
Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan 
republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial dimana 
Presiden Negara Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai 
kepala negara (head of state) dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan 
(head of government) dan mengangkat serta memberhentikan para 
menteri yang bertanggung jawab kepadanya sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945. Sistem pemerintahan 
presidensial adalah suatu sistem pemerintahan di mana kedudukan 
eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, 




Menurut Jimly Asshiddiqie, setidaknya ada sembilan karakter 
sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut:1 
1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan 
eksekutif dan legislatif. 
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden 
tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja. 
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya 
yaitu kepala negara sekaligus merupakan kepala pemerintahan. 
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai 
bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. 
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan 
demikian pula sebaliknya. 
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. 
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, 
maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. 
Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada 
konstitusi. 
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. 
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem 
parlementer yang terpusat pada parlemen. 
Kesembilan prinsip sistem Presidensial yang diuraikan tersebut di 
atas, juga berlaku dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. 
                                                           
     1 Jimly Asshiddiqie,2007,Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. 
Bhuana Ilmu Populer., Jakarta, hlm. 316. 
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Karena itu, sistem pemerintahan yang dianut di dalam UUD 1945 dapat 
dikatakan sebagai sistem presidensial. Bahkan, apabila dibandingkan 
dengan sistem presidensial yang telah dianut oleh UUD 1945 sejak 
sebelum diadakan perubahan, maka sistem pemerintahan presidensial 
yang sekarang dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan presidensial 
yang lebih murni sifatnya. Presiden Republik Indonesia adalah kepala 
negara sekaligus kepala pemerintahan dengan tugas dan wewenangnya 
masing-masing menurut Undang-Undang Dasar. Karena itu, kedudukan 
kepala negara dan kepala pemerintahan tidak perlu dibedakan apalagi 
dipisahkan. Wakil Presiden juga tidak dapat diartikan atau diberi peran 
sebagai semacam jabatan Perdana Menteri. 
Dalam sistem presidensial Indonesia, dimana seperti yang 
disebutkan di atas bahwa Presiden selaku kepala negara dan kepala 
pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dibantu oleh 
organ-organ negara yang terkait dalam fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif. 
Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ketidakmungkinan Presiden untuk 
terlibat langsung atau terlibat secara mendetail dalam urusan-urusan 
operasional pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itu dibutuhkan jabatan-
jabatan menteri selaku pelaksana teknis pemerintahan sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa: 
“Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”, “Menteri-menteri 
itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, “Setiap menteri 
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, dan 
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“Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian 
Negara diatur dalam Undang-Undang”.2 
 
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan menteri juga 
adalah jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, menteri diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kebijakan politik Presiden. 
Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi 
yang diusung oleh Presiden serta bertanggung jawab penuh kepada 
Presiden. Menteri memimpin lembaga departemen dan non-departemen 
sesuai dengan nomenklatur3 yang disusun oleh Presiden. Lembaga 
Kementerian Negara dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan. 
Kementerian Negara dilengkapi dengan struktur organisasi yang 
pada umumnya terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, 
Inspektorat Jenderal dan Badan dan/atau pusat seperti yang tercantum 
dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 
Kementerian Negara. Sedangkan Kementerian Negara non-departemen 
memiliki Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Deputi. 
Struktur organisasi yang ada sebelumnya dianggap belum 
mencukupi dan belum mampu mengerjakan semua tugas-tugas 
Kementerian Negara, sehingga pemerintah menganggap perlu untuk  
mengangkat jabatan Wakil Menteri. Hal ini sebagaimana yang diatur 
                                                           
     2 Lihat BAB. V UUD 1945 Tentang Kementerian Negara 
     3 Nomenklatur adalah adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim 
digunakan instansi pemerintah. Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan 
atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan 
tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit 
organisasi. Sumber: (http://www.wikiapbn.org/wiki/index.php?title=Nomenklatur) 
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dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 
Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa: 
 ”Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan 
secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada 
Kementerian tertentu”.4 
 
Asumsi dasar yang digunakan dalam mengangkat jabatan Wakil 
Menteri tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan fungsi-fungsi Kementerian Negara. Sebelumnya, Indonesia 
tidak pernah mengenal adanya jabatan Wakil Menteri, jabatan tertinggi 
pada Kementerian Negara dipegang oleh Menteri sebagai pembantu 
Presiden. Namun, mengikuti perkembangan zaman dan kompleksitas5 
fungsi-fungsi Kementerian Negara sehingga dirasa perlu untuk 
mengangkat Wakil Menteri yang bertugas membantu menteri dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya.  
Wakil Menteri diberikan kewenangan untuk membantu tugas-tugas 
kepemimpinan menteri, termasuk mewakili menteri dalam sidang-sidang 
kabinet jika menteri berhalangan, juga menghadiri sidang-sidang setingkat 
menteri di berbagai forum. Namun, Wakil Menteri tidak memiliki hak suara 
dalam sidang-sidang kabinet dan tidak berwenang mengambil keputusan 
dalam berbagai forum. 
Dalam diskursus wacana tersebut, juga terjadi polemik dalam 
persoalan Wakil Menteri adalah dimana adanya ketidakjelasan mengenai 
                                                           
     4 Lihat BAB. III UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi. 
     5 Kompleksitas adalah kajian atau studi terhadap sistem kompleks. Kata Kompleksitas berasal 
dari kata complexice yang artinya totalitas atau keseluruhan. Sebuah ilmu yang mengkaji totalitas 




kedudukan, tugas, dan fungsi Wakil Menteri dalam struktur 
ketatanegaraan di Indonesia. Wakil Menteri bukanlah elemen utama dari 
penjamin kinerja Kementerian Negara. Posisi ini diciptakan jika adanya 
hal-hal khusus yang menjadi persoalan di Kementerian Negara. 
Menitikberatkan persoalan kinerja kementerian pada Wakil Menteri sama 
saja dengan mereduksi fungsi dan tujuan dari adanya Menteri Negara. 
Mencermati opini yang berkembang tentang kedudukan Wakil Menteri di 
kabinet, dari berbagai pihak juga menganggap bahwa posisi Wakil Menteri 
tersebut tidak diatur di dalam UUD 1945. Alasannya sangat sederhana 
yaitu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 
Kementerian Negara tidak sejalan dengan pasal 17 ayat 4 UUD 1945 
yang menyatakan bahwa “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran 
Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang”. Ayat tersebut 
dianggap hanya mengatur mengenai pembentukan, pengubahan, dan 
pembubaran Kementerian Negara. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun 
skripsi dengan judul “Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri dalam 
Sistem Pemerintahan di Indonesia“. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, 
maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Wakil Menteri? 
8 
 
2. Bagaimanakah hubungan antara Wakil Menteri dan Menteri dalam 
struktur organisasi Kementerian? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 
menurut penulis adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan dan fungsi Wakil 
Menteri.  
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Hubungan antara Wakil 
Menteri dan Menteri dalam struktur organisasi Kementerian. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 
diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh 
almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum 
pada umumnya dan khususnya dalam Hukum Tata Negara. 
b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada 





2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman 
mengenai kedudukan dan fungsi Wakil Menteri dalam sistem 






















A. Lembaga Negara 
1. Pengertian Lembaga Negara 
Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki 
istilah tunggal atau seragam. Di dalam dunia kepustakaan Inggris, untuk 
menyebut lembaga negara digunakan istilah political instruction6, 
sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah staat 
organen7. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga 
negara atau organ negara.8 
Konsepsi tentang lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa 
disebut staatsorgaan.9 Dalam bahasa Indonesia hal ini identik dengan 
lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. 
Menurut Jimly Asshiddiqie, kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula 
atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) 
acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan 
penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku 
yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.10 
                                                           
     6 Firmansyah Arifin (dkk), 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga 
Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, hlm. 88. 
     7 Ibid, hlm. 88. 
     8 Ibid, hlm. 88. 
     9 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 31. 
     10 Ibid, hlm. 31. 
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Dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, kata staatsorgaan itu 
diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara.11 Dalam Kamus Hukum 
Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, kata orgaan 
juga diartikan sebagai perlengkapan.12 Karena itu, istilah lembaga negara, 
organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara seringkali 
dipertukarkan satu sama lain. Akan tetapi, menurut Natabaya, 
penyusunan UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten 
menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ 
negara.13 Untuk maksud yang sama, Konstitusi RIS (Republik Indonesia 
Serikat) tahun 1949 tidak menggunakan istilah lain kecuali alat 
perlengkapan negara.14 Sedangkan UUD 1945 setelah perubahan 
keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR (Majelis 
Permusyarakatan Rakyat) sebelum masa reformasi dengan tidak 
konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan 
badan negara.15 
Sudah menjadi sebuah kebenaran bahwa istilah-istilah organ, 
lembaga, badan, dan alat perlengkapan itu seringkali dianggap identik dan 
karena itu sering saling dipertukarkan. Akan tetapi, satu sama lain 
sebenarnya memang perlu dibedakan, sehingga tidak membingungkan. 
Untuk memahaminya secara tepat, tidak ada kata lain kecuali mengetahui 
                                                           
     11 Marjanne Termorshuizen, 2002, Kamus Hukum Belanda – Indonesia, Djambatan, Jakarta, 
hlm. 390. 
     12 H.A.S Natabaya, 2004, Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah 
Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 61-62. 
     13 Ibid, hlm. 61-62. 
     14 Jimly Asshiddiqie, Loc.cit. 
     15 Ibid, hlm. 31. 
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persis apa yang dimaksud dan apa kewenangan dan fungsi yang dikaitkan 
dengan organisasi atau badan yang bersangkutan. Misalnya, dalam DPR 
(Dewan Perwakilan Rakyat) ada Badan Kehormatan, tetapi di dalam 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat dibentuk Dewan 
Kehormatan. Di dalam lembaga seperti Lembaga Penyiaran Publik (LPP) 
misalnya Radio Republik Indonesia (RRI) ada Dewan Pengawas. Artinya, 
yang mana yang lebih luas dan yang mana yang lebih sempit dari istilah-
istilah dewan, badan, dan lembaga, sangat tergantung konteks pengertian 
yang dimaksud di dalamnya. Jadi, sangat penting untuk membedakan 
apakah lembaga atau badan itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh 
dan untuk negara atau oleh dan untuk masyarakat. 
Menurut Hans Kelsen mengenai the concept of the state Organ 
dalam bukunya General Theory of Law and State,16 menyatakan bahwa: 
“Whoever fulfills a function determined by the legal order is an 
organ.” 
 
Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh 
suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ17. Artinya, organ 
negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang 
berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh 
hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat 
menciptakan norma (normcreating) dan/atau bersifat menjalankan norma 
(norm applying). “These functions, be they of a norm creating or of norm 
                                                           
     16 Jimly Asshiddiqie, Makalah: “Hubungan Antara Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 
1945”, LEMHAMNAS, Jakarta, 15 November, 2010, hlm. 11. 
     17 Ibid., hlm. 11 
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applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal 
sanction”.18 
Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan Undang-Undang dan 
yang warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum 
sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas.19 Demikian pula 
hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang 
menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan, juga 
merupakan organ negara.20 Singkat kata, dalam pengertian yang luas ini, 
organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau 
jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut 
sebagai jabatan publik atau jabatan umum (public office) dan pejabat 
publik atau pejabat umum (public officials).21 
Di samping pengertian yang luas itu, Hans Kelsen juga 
menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, 
yaitu pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara 
hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu 
(…he personally has a specipic legal position)22. Suatu transaksi hukum 
perdata, misalnya, kontrak, adalah merupakan tindakan atau perbuatan 
                                                           
     18 Ibid., hlm. 11. 
     19 Ibid., hlm. 11. 
     20 Ibid., hlm. 11. 
     21 Ibid., hlm. 11. Pejabat yang biasa dikenal sebagai pejabat umum misalnya adalah notaris dan 
pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Seringkali orang beranggapan seakan-akan hanya notaris 
dan PPAT yang merupakan pejabat umum. Padahal, semua pejabat publik adalah pejabat umum. 
Karena yang dimaksud dalam kata jabatan umum itu tidak lain adalah ‘jabatan publik’ (publik 
office), bukan dalam arti general office. 
     22 Ibid., hlm. 11. 
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yang menciptakan hukum yang seperti halnya suatu putusan 
pengadilan.23 
Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga 
pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga 
negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi 
kekuasaan oleh UUD 1945, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan 
kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya 
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking 
kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.24 
Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD 1945 
merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang 
hanya dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi 
tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di 
dalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi 
kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah maka hal tersebut tentu akan 




                                                           
23 Ibid., hlm. 11. 
24 Jimly Asshiddiqie, Op.cit., hlm. 12 
25 Ibid., hlm. 12 
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2. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 
Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua 
unsur pokok yang saling berkaitan yaitu organ dan functie.26 Organ adalah 
bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ adalah 
status bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm), sedangkan functie adalah 
gerakan wadah itu sesuai dengan maksud pembentukannya27.  
Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara 
eksplisit namanya, dan ada pula disebut eksplisit hanya fungsinya. Ada 
pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun 
fungsi atau kewenangannya akan diatur dalam peraturan yang lebih 
rendah.28 
Kejelasan tentang organ mana yang disebut sebagai lembaga 
negara menurut UUD 1945 sebelum perubahan, baru dapat terlihat secara 
tegas dalam Ketetapan MPRS, Nomor XX/MPRS/1966, Nomor 
XIV/MPRS/1966, Nomor X/MPRS/1969, dan Nomor III/MPR/1978. Dari 
Ketetapan MPRS dan MPR tersebut kita dapat melihat adanya kualifikasi 
lembaga negara yang berbeda yaitu Lembaga Tertinggi Negara yang 
disebut MPR dan Lembaga Tinggi Negara yaitu Presiden, DPA, DPR, 
BPK, dan Mahkamah Agung, MPR dalam UUD 1945 sebelum perubahan 
adalah penjelmaan seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dan 
                                                           
     26 Ibid., hlm. 12 
     27 Ibid., hlm. 12. 
     28 Ibid., hlm. 12 
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dalam realitasnya MPR merupakan pemegang kekuasaan negara yang 
tertinggi. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan, kita tidak juga 
menemukan kejelasan defenisi lembaga negara. Kalau dilakukan 
inventarisasi di dalam UUD 1945 setelah perubahan, kita memang 
menemukan lembaga-lembaga negara yang disebut, baik yang secara 
tegas dibentuk dan menerima kewenangan dari UUD 1945, atau yang 
hanya disebut adanya satu lembaga untuk fungsi tertentu, yang kemudian 
nama dan wewenangnya diatur di dalam Undang-Undang mengenai 
lembaga negara tersebut. 
Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka dapat 
dikemukakan bahwa dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 34 
organ yang disebutkan keberadaannya dalam UUD 1945, yaitu: 
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III 
UUD 1945 yang diberi judul “Majelis Permusyawaratan 
Rakyat”. Bab III ini berisi 2 Pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri 
atas tiga ayat, Pasal 3 yang juga terdiri atas 3 ayat. 
2) Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, 
dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai 
kekuasaan pemerintahan negara yang berisi 17 Pasal. 
3) Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 
4 yaitu pada ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan, “dalam 




4) Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam 
Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3). 
5) Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumvirat29 yang 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yaitu bersama-
sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan 
sebagai pelaksana tugas Keprisidenan apabila terdapat 
kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan 
Presiden dan Wakil Presiden. 
6) Menteri Dalam Negeri sebagai triumvirat bersama-sama 
dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut 
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. 
7) Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar 
Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri 
triumvirat menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Ketiganya perlu 
disebut secara sendiri-sendiri, karena dapat saja terjadi konflik 
atau sengketa kewenangan konstitusional diantara sesama 
mereka, atau antara mereka dengan menteri lain atau 
lembaga negara lainnya. 
8) Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 
Bab III Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang 
berbunyi, “Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan 
yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan 
                                                           
     29 Triumvirat adalah pemerintah atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang atau lembaga 
sebagai suatu kesatuan. 
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kepada Presiden, dan selanjutnya diatur dalam Undang-
Undang”. 
9) Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2). 
10) Konsul yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1). 
11) Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud oleh 
Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan ayat (7) UUD 1945. 
12) Gubernur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur 
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. 
13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), seperti 
yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945. 
14) Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud 
oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945. 
15) Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten seperti yang 
diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. 
16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten yang 
diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. 
17) Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh 
Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945. 
18) Walikota Kepala Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud 
oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. 
19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota seperti yang 
diatur oleh Pasal 18 ayat (3) UUD 1945. 
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20) Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau 
istimewa seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, 
diatur dengan Undang-Undang. 
21) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII 
UUD 1945 yang berisi Pasal 19 sampai Pasal 22B. 
22) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA 
yang terdiri atas Pasal 22C dan 22D. 
23) Komisi Penyelenggaraan Pemilu (KPU) yang diatur dalam 
Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. 
24) Bank Sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 23D. 
25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri 
dalam Bab VIIIA dengan judul “Badan Pemeriksa Keuangan”, 
dan terdiri atas tiga pasal, yaitu Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F 
(2 ayat), dan Pasal 23G (2 ayat). 
26) Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam 
Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945. 
27) Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya 
dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945. 
28) Komisi Yudisial (KY) yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 
24B UUD 195. 
29) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 
1945, yaitu dalam Bab XII Tentang Pertahanan dan 
Keamanan Negara, pada Pasal 30 UUD 1945. 
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30) Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945. 
31) Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945. 
32) Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945. 
33) Kepolisisan Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga 
diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945. 
34) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman 
seperti Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang sebagaimana 
dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi,  
“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. 
 
Berdasarkan sifat dari lembaga tersebut di atas, ada yang bersifat 
lembaga-lembaga negara yang utama (primary state organs) dan ada pula 
yang bersifat lembaga-lembaga penunjang atau sekunder (auxiliary state 
organs).30 Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan 
jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang 
legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, 
DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung 
(MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) 
sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (primary state organs), 
yang penjelasannya adalah sebagai berikut: 
 
 
                                                           
     30 Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 
1945, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 179. 
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1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga legislatif 
yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR 
merupakan lembaga tertinggi negara dimana MPR bersidang sedikitnya 
sekali dalam lima tahun di ibukota negara. 
Seperti dinyatakan terdahulu, para pendiri negara (the founding 
fathers) menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang 
membawahi beberapa lembaga tinggi negara, tetapi setelah amandemen, 
MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan 
pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Penghapusan lembaga tertinggi 
negara adalah upaya logis untuk keluar dari perangkap desain 
ketatanegaraan yang rancu dalam menciptakan mekanisme check and 
balances di antara lembaga-lembaga negara. Hal ini dapat lihat dari hasil 
amandemen Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dari “kedaulatan ada di tangan 
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” menjadi “kedaulatan berada 
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. 
Menurut Saldi Isra, perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) 
berimplikasi pada 2 (dua) hal : Pertama, reposisi peran MPR dari lembaga 
tertinggi negara (supreme body) menjadi gabungan antara DPR dan 
DPD”; Kedua, kewenangan MPR dari menetapkan GBHN dan memilih 
Presiden dan Wakil Presiden menjadi mengubah dan menetapkan UUD, 
melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya 
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menurut UUD, dan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan, MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden 
dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan 
oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Wakil 
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan 
umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.31 
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi 
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga 
perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan 
umum yang dipilih melalui pemilihan umum. 
Sebelum perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia 
mengenal Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga 
negara tertinggi. Di bawahnya terdapat lima lembaga negara yang 
berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara termasuk DPR. DPR 
merupakan lembaga negara yang memiliki posisi yang kuat dalam 
ketatanegaraan Indonesia dan senantiasa dapat mengawasi tindakan-
tindakan Presiden. Bahkan, jika DPR menganggap bahwa Presiden 
melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 atau oleh 
MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan 
sidang istimewa guna meminta pertanggung jawaban Presiden. 
                                                           
     31 Saldi Isra, “Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat, Sistem Trikameral di Tengah Supremasi 
DPR”, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, Nomor 1, Juli 2004, hlm. 127. 
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Setelah amandemen, DPR mengalami perubahan, fungsi legislasi 
yang sebelumnya berada di tangan Presiden, maka setelah amandemen 
UUD 1945 fungsi legislasi berpindah ke DPR. Hal ini dapat kita lihat dari 
perubahan secara substansial Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi 
bahwa: 
“Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang 
dengan persetujuan DPR, menjadi Presiden berhak mengajukan 
rancangan Undang-Undang kepada DPR”. 
 
Akibat dari perubahan itu adalah menghilangnya dominasi Presiden 
dalam proses pembentukan Undang-Undang. 
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD) adalah lembaga tinggi 
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya 
merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan 
umum. Reformasi pada lembaga legislatif diantaranya adalah perubahan 
sistem unicameral32 (yang telah menempatkan kedudukan MPR sebagai 
lembaga tertinggi atau supremasi MPR) menuju sistem bicameral33 
dengan mengadakan perubahan komposisi MPR, dimana keanggotaan 
MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD yang kesemuanya dipilih 
melalui pemilihan umum. 
Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (senate atau 
upperhause) dimaksudkan agar mekanisme check and balances dapat 
                                                           
     32 Unicameral adalah parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar kerja. Sumber: 
(http://ahluddin-saiful.blogspot.com/2011/10/tipe-parlemen-indonesia.html). 




berjalan relatif seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di 
pusat dan kebijakan di daerah. Menurut Ramlan Sarbakti, beberapa 
pertimbangan Indonesia membentuk DPD: Pertama, ditribusi penduduk 
Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampau besar 
terkonsentrasi di Pulau Jawa; Kedua, sejarah Indonesia menunjukkan 
anspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang 
sangat kuat, yaitu adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah 
istimewa dan daerah khusus.34 
4) Lembaga Kepresidenan 
Lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan 
yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi dua 
jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Kekuasaan pemerintahan 
negara oleh Presiden diatur dan ditentukan dalam BAB III UUD 1945 yang 
memang diberi judul Kekuasaan Pemerintahan Negara. BAB III UUD 1945 
ini berisi 17 Pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai Presiden dan 
lembaga Kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimiliki dalam 
memegang kekuasaan pemerintah. 
Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan 
Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara 
Indonesia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil 
Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan 
eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. 
                                                           
     34 Titik Triwulan Tutik, Op.cit., hlm. 196. 
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Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 (lima) tahun, dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu 
kali masa jabatan. 
Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi yang tidak 
dapat dipisahkan. Oleh karena itu, lazimnya, keduanya dipilih dalam satu 
paket pemilihan. Keduanya tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan 
karena alasan politik. Sebab, jika karena alasan politik, maka kedua-
duanya harus berhenti secara bersama-sama. Akan tetapi, jika ada alasan 
yang bersifat hukum (pidana), maka sesuai dengan prinsip yang berlaku 
dalam hukum, pertanggung jawaban pidana pada hakekatnya bersifat 
individual (individual responsibility). Siapa saja diantara keduanya yang 
bersalah secara hukum, atas dasar itu ia dapat diberhentikan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 
Menjadi peran penting seorang Wakil Presiden dalam 
hubungannya dengan Presiden, pertama-tama adalah sebagai pengganti 
(reserved power). Sebagai pengganti Presiden, Wakil Presiden dapat 
bertindak untuk jangka waktu sementara atau dapat juga bertindak untuk 
masa seterusnya sampai masa jabatan Presiden habis. Peran kedua, 
Wakil Presiden adalah sebagai wakil yang mewakili Presiden dalam 
melaksanakan tugas-tugas Kepresidenan, dalam hal-hal tertentu 
kepadanya didelegasikan oleh Presiden. Ketiga, Wakil Presiden juga 
dapat bertindak membantu Presiden melaksanakan seluruh tugas dan 
kewajiban Presiden. Kualitas bantuan Wakil Presiden itu jelas berbeda 
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tingkatannya dengan bantuan yang diberikan oleh para Menteri, yang juga 
biasa disebut sebagai pembantu Presiden.35 
5) Mahkamah Agung (MA) 
Mahkamah Agung merupakan pelaku kekuasaan kehakiman di 
Indonesia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) yang 
menyebutkan bahwa: 
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi”. 
 
Kemudian terkait dengan fungsi serta susunan dan kedudukan 
kelembagaan dan Hakim Agung diatur dalam ketentuan Pasal 24A yang 
menyebutkan: 
a) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang 
lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. 
b) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang 
hukum. 
c) Calon Hakim Agung akan diusulkan Komisi Yudisial kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan 
                                                           




persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung 
oleh Presiden. 
d) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh 
Hakim Agung. 
e) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara 
Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur 
dengan Undang-Undang. 
6) Mahkamah Konstitusi (MK) 
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru dalam cabang 
kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi yudikatif. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan     
bahwa: 
 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi”. 
 
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945 diatur tentang 
kewenangan dan kewajiban serta mekanisme dalam pengisian Hakim MK 
menyebutkan: 
a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
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memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum. 
b) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan 
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 
Undang-Undang Dasar. 
c) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota 
Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, dan diajukan 
masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tiga orang oleh 
Presiden. 
d) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan 
oleh Hakim Konstitusi. 
e) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan 
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 
f) Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum 
acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi 
diatur dalam Undang-Undang. 
7) Komisi Yudisial (KY) 
Keberadaan Komisi Yudisial merupakan organ/lembaga negara 
yang berada di dalam lingkup kekuasaan yudikatif, diatur dalam Pasal 24B 
ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: 
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1) Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang 
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 
2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 
perngalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela. 
3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial 
diatur dengan Undang-Undang. 
 
8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
BPK merupakan organ atau lembaga negara yang menjalankan 
kekuasaan eksaminatif. Badan ini diatur di dalam ketentuan Pasal 23E, 
Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD 1945, yang secara intinya menjelaskan 
bahwa: 
a) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
b) Berwenang mengawasi, dan memeriksa pengelolahan 
keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta 
menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD, 
dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. 
c) Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di 
setiap provinsi. 
d) Memiliki Integrasi dan kepribadian tidak tercela sebagai 
instansi pengawas internal depertemen yang bersangkutan 
ke dalam BPK. 
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Sedangkan dari segi hierarkinya lembaga negara itu dibedakan 
kedalam tiga lapis yaitu:36 
1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, di 
mana nama, fungsi, dan kewenangannya dibentuk berdasarkan 
UUD 1945. Adapun yang disebut sebagai organ-organ konstitusi 
pada lapis pertama atau dapat disebut sebagai lembaga tinggi 
negara yaitu: 
a. Presiden dan Wakil Presiden,  
b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD),  
d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),  
e. Mahkamah Konstitusi (MK),  
f. Mahkamah Agung (MA), 
g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, di 
mana dalam lapis kedua ini, ada lembaga yang sumber 
kewenangannya dari Undang-Undang dan sumber 
kewenangannya bersumber dari regulator atau pembentuk 
peraturan di bawah Undang-Undang. Kelompok pertama yaitu 
organ konstitusi yang mendapat kewenangan dari UUD 1945 
misalnya Menteri Negara, Komisi Yudisial (KY), Tentara 
Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara, Komisi Pemilihan 
                                                           




Umum, Bank Sentral; Kelompok kedua, organ istitusi yang 
sumber kewenangannya adalah Undang-Undang, misalnya 
Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Komii Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU), dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok 
yang ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori 
lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari 
regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-Undang, 
misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman 
Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. 
3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah, yakni 
merupakan lembaga negara yang ada di daerah yang di mana 
ketentuannya telah diatur oleh UUD 1945, yaitu: Pemerintahan 
Daerah Provinsi; Gubernur, DPRD Provinsi; Pemerintah Daerah 
Kota; Walikota, DPRD Kota; Pemerintah Daerah Kabupaten; 
Bupati, DPRD Kabupaten. Di samping itu, di dalam UUD 1945 
disebutkan pula adanya satuan-satuan pemerintah daerah yang 
bersifat khusus dan istimewa yang diakui dan dihormati 
keberadaannya secara tegas oleh UUD, sehingga eksistensinya 






B. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan 
Pemahaman mengenai doktrin pemisahan kekuasaan 
(separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution of 
power) dianggap berasal dari pemikiran Montesquieu dengan trias 
politica. Tetapi sebenarnya, konsep awal mengenai hal itu dapat 
ditelusuri kembali dalam tulisan John Locke, second creaties of civil 
government pada tahun 1690 yang berpendapat bahwa kekuasaan 
untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh 
mereka yang menerapkannya.37 Oleh Montesquieu, yang menulis 
berdasarkan hasil penelitiannya terhadap sistem Konstitusi Inggris, 
pemikiran John Locke itu diteruskannya dengan mengembangkan 
konsep trias politica yang membagi kekuasaan dalam tiga cabang 
kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pandangan 
Montesquieu inilah kemudian dijadikan rujukan doktrin separation of 
pawer di zaman sesudahnya.38 
Menurut Montesquieu, dalam bukunya “L’Esprit des Lois” (tahun 
1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan 
negara dalam tiga cabang, yaitu: 
(i). Kekuasaan legislatif sebagai pembuat Undang-Undang. 
(ii). Kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan 
(iii). Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. 
                                                           
     37 Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 285. 
     38 Ibid., hlm. 285. 
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Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan 
negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (the legislative function), 
eksekutif (the executive or administrative function), dan yudisial (the 
judicial function).39 
Istilah “pemisahan kekuasaan” dalam bahasa Indonesia merupakan 
terjemahan dari perkataan separation of power berdasarkan teori trias 
politica atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu, 
harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ 
yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. 
Dapat dibedakan penggunaan istilah pembagian dan pemisahan 
kekuasaan itu dalam dua konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan 
kekuasaan yang bersifat horizontal atau vertical.40 Dalam konteks vertikal, 
pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk 
membedakan antara kekuasaan pemerintahan atasan dan kekuasaan 
pemerintahan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan 
federal dan negara bagian dalam negara federal, atau antara pemerintah 
pusat dan pemerintahan daerah provinsi dalam negara kesatuan. 
Perspektif vertikal versus horizontal ini juga dapat dipakai untuk 
membedakan antara konsep pembagian kekuasaan (division of power) 
yang dianut di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, yaitu bahwa 
kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan 
                                                           
     39 O. Hood Phillips (et.al),2001, Konstitutional and Administrative Law, Sweet & Maxwell, 
London, p. 10-11. 
    40 Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan 
Kepanitiraan MK RI, Jakarta, hlm. 20. 
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manifestasikan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai 
lembaga tertinggi negara. Sistem yang dianut oleh UUD 1945 sebelum 
perubahan itu dapat dianggap sebagai pembagian kekuasaan (division of 
power) dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal. Sedangkan 
setelah perubahan keempat UUD 1945, sistem yang dianut oleh UUD 
1945 adalah sistem pemisahan kekuasaan (separation of power).41  
Hal ini terlihat dalam beberapa bukti yaitu: Pertama, kekuasaan 
dalam membentuk Undang-Undang yang sebelumnya berada di tangan 
Presiden menjadi beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Kedua, 
diadopsikannya sistem pengujian konstitusional atas Undang-Undang 
sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya 
tidak dikenal mekanisme semacam itu karena ada pada pokok Undang-
Undang tidak dapat diganggu gugat dimana hakim hanya dapat dianggap 
menerapkan Undang-Undang dan tidak boleh menilai Undang-Undang; 
Ketiga, diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak 
hanya terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga negara baik secara 
langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. 
Presiden, anggota DPR, dan DPD sama-sama dipilih langsung oleh rakyat 
dan karena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip 
kedaulatan rakyat; Keempat, dengan demikian, MPR juga tidak lagi 
berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan merupakan 
lembaga tinggi negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga 
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tinggi negara lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MK, dan MA; Kelima, 
hubungan-hubungan antar lembaga tinggi negara itu bersifat saling 
mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances. 
Dari bukti tersebut di atas, dapat diketahui bahwa UUD 1945 tidak 
dapat lagi dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang 
bersifat vertikal, tetapi tidak juga menganut doktrin trias politica dari 
Montesquieu yang dimana adanya memisahkan cabang-cabang 
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial secara mutlak dan tanpa 
melihat adanya hubungan-hubungan yang dapat saling mengendalikan 
antara kekuasaan-kekuasaan tersebut. Dengan kata lain, bahwa sistem 
yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat UUD 1945 adalah 
sistem pemisahan kekuasaan yang didasari oleh prinsip check and 
balances. 
 
C. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia 
1. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Sebelum 
Amandemen 
Bahwa secara konstitusional Negara Indonesia menganut sistem 
pemerintahan Presidensial yang berarti bahwa pemegang kendali dan 
penanggung jawab atas jalannya pemerintahan negara (eksekutif) adalah 
Presiden, sedangkan para menteri hanyalah pembantu Presiden, dalam 
artian Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala 
pemerintahan, hal ini tertuang dengan tegas di dalam: 
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1) Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden 
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut 
Undang-Undang Dasar dan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 dalam 
menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang 
Wakil Presiden. 
2) Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dibantu 
oleh menteri-menteri negara”, sedangkan ayat (2) berbunyi 
“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. 
Hal ini memperkuat penjelasan bahwa Presiden dalam UUD 
1945 memiliki kewenangan di dalam mengangkat dan 
memberhentikan menteri-menteri negara, dengan kata lain 
bahwa menteri-menteri negara tersebut tidak bertanggung 
jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat melainkan kepada 
Presiden sebagai pembantu Presiden. 
3) Penjelasan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara UUD 
1945 yang menyatakan bahwa Presiden ialah kepala 
kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan 
Undang-Undang, Dia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan 
peraturan pemerintah (pouvoir reglementair)42. 
Dilihat dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 
menetapkan bahwa MPR memegang kedaulatan rakyat dan mengangkat 
Presiden dan secara otomatis maka pertanggung jawaban Presiden 
                                                           




adalah kepada MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat dan memilih 
Presiden. Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa 
Presiden bersama dengan DPR membentuk kekuasaan legislatif, dengan 
kata lain bahwa Presiden sendiri berhak menciptakan hukum untuk 
mengatur pertanggung jawaban kepada MPR atas dasar Pasal-Pasal 
yang bersangkutan, dan Presiden bekerja sama dengan DPR dalam 
menjalankan proses legislasi. Presiden dapat menolak Rancangan 
Undang-Undang hasil inisiatif dari DPR, maka artinya bahwa kekuasaan 
legislatif dalam pembentukan Undang-Undang bukan berada di tangan 
DPR melainkan berada di tangan Presiden. Kekuasaan Presiden itupun 
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang 
Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa Presiden memiliki 
kewenangan dalam mengangkat danm memberhentikan anggota-anggota 
Mahkamah Agung, sehingga itu menyatakan bahwa Presiden juga 
memiliki kekuasaan secara yudikatif. 
Berdasarkan atas penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan 
bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar (executive heavy)  
karena di samping memiliki kekuasaan eksekutif, juga memiliki kekuasaan 
dalam legislatif dan yudikatif sehingga mengakibatkan tidak adanya 






2. Sistem Pemerintahan Indonesia UUD 1945 Setelah Amandemen 
Terjadinya gerakan mahasiswa pada Tahun 1998 atas nama 
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan demokratisasi yang kita kenal 
dengan reformasi, kemudian dimanifestasikan dengan perubahan UUD 
1945 melalui Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali menyebabkan 
struktur ketatanegaraan Indonesia berubah secara drastis. Khusus untuk 
sistem pemerintahan tersebut merupakan perbincangan hangat dalam 
kalangan pengamendemen UUD 1945. Hal tersebut disebabkan ada 
kalangan yang menginginkan untuk mempertahankan sistem 
pemerintahan dan ada juga yang menginginkan sistem pemerintahan 
tersebut diubah dan dipertegas kedudukan dan fungsinya.  
Perubahan atas terjadinya amandemen terhadap UUD 1945 dapat 
dilihat dengan tidak bertanggung jawabnya Presiden kepada MPR, secara 
tidak langsung bahwa MPR bukan lagi sebagai mandataris MPR. Ini dapat 
dilihat dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen, yang 
menjelaskan secara eksplisit “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam 
satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Akibat dari konsekuensi 
dimana Presiden dan Wakil Presiden secara kedudukan itu dipilih 
langsung oleh rakyat, maka menyebabkan bahwa Presiden dan Wakil 
Presiden terpilih bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan bukan 




Kemudian MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara 
dan kedaulatan bukan lagi berada di tangan MPR tetapi secara langsung 
berada di tangan rakyat. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 
1945 setelah amandemen bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”  
Tetapi walaupun demikian bahwa, sistem pemerintahan Indonesia 
sebenarnya belum mencirikan sistem Presidensial pada umumnya. Ini 
disebabkan karena masih adanya beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang 
sampai sekarang belum mengalami perubahan secara signifikan dalam 
mengatur kedudukan lembaga negara. Hal tersebut dapat kita lihat dalam 
Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa: 
“Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama.” Kemudian pada Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 yang 
berbunyi bahwa “Jika rancangan Undang-Undang itu tidak 
mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu 
tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan 
Rakyat masa itu”. 
 
Pasal ini sebenarnya menandakan tidak tegasnya pemisahan 
kekuasaan (separation of power) yang dianut di Indonesia. Sedangkan 
salah satu ciri sistem pemerintahan Presidensial adalah tegasnya konsep 
pemisahan kekuasaan (separation of power) antara lembaga-lembaga 
negara baik secara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal tersebut juga 
menjelaskan bahwa antara Presiden dan DPR dituntut bekerjasama dan 




D. Wakil Menteri Dalam Kementerian Negara 
Dalam sistem pemerintahan kabinet atau parlementer, Menteri 
tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan dalam 
sistem Presidensial, menteri-menteri negara tunduk dan bertanggung 
jawab kepada Presiden. Kedududkan para menteri dalam sistem 
pemerintahan bersifat sentral, di mana kepala pemerintahan adalah 
Perdana Menteri. Perdana Menteri inilah yang menjadi menteri utama, 
menteri koordinator atau menteri yang memimpin para menteri lainnya. 
Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana 
kedudukan menteri sepenuhnya tergantung oleh Presiden sebagai kepala 
pemerintahan. 
Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut oleh 
negara Indonesia, di mana menteri itu sendiri merupakan pemimpin yang 
tertinggi dalam kegiatan pemerintahan pada bidang masing-masing. Hal 
ini sebagai alasan karena pada Presiden dan Wakil Presiden tergabung 
oleh fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus sehingga 
tidak memungkingkan Presiden dan Wakil Presiden untuk terlibat 
langsung secara mendetail dalam urusan-urusan operasional 
pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itu, jabatan menteri untuk masing-
masing bidang pemerintahan tersebut memang seharusnya dipercayakan 
penuh kepada menteri yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-
masing. Fungsi kepemimpinan pemerintahan dalam arti teknis, memang 
seharusnya berada di tangan para menteri yang merupakan pemimpin 
41 
 
pemerintahan yang riil dan operasional dalam pengertian pemerintahan 
sehari-hari. Sesuai dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 
Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemimpin pemerintahan dalam 
arti politik, sedangkan menteri merupakan pemimpin pemerintahan dalam 
arti teknis.43 
Ketentuan mengenai menteri itu diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2), 
dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:  
“Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”, menteri-menteri ini 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, “setiap menteri 
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. 
 
Dalam Pasal 17 ayat (4) ditentukan pula bahwa:  
“Pembentukan, pengubahan, pembubaran Kementerian Negara 
diatur dalam Undang-Undang”. 
 
Menteri dalam prakteknya sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 
1945 disebutkan bahwa menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan. 
Tetapi nyatanya terdapat juga beberapa menteri yang tidak memimpin 
Departemen Pemerintahan, terbukti dari adanya menteri koordinator dan 
menteri muda. Secara yuridis, hal ini tidaklah bertentangan dengan 
ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, sebab menteri koordinator itu 
hanyalah berfungsi untuk mengkoordinasi beberapa menteri yang 
memimpin Departemen Pemerintahan, sedangkan menteri muda adalah 
membantu untuk menangani  bidang khusus dari seseorang menteri yang 
memimpin Departemen Pemerintahan. Selain itu, masih ada beberapa 
menteri yang tidak memimpin Departemen Pemerintahan tetapi bukan 
                                                           
     43 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Op.cit, hlm, 326. 
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berstatus sebagai Menteri Koordinator ataupun Menteri Muda, yaitu 
seperti Menteri Sekretaris Negara, Menteri Penertiban Aparatur Negara, 
dan Menteri PPLH. Hal tersebut juga ditafsirkan pada Pasal 17 UUD 1945 
bahwa menteri adalah pembantu Presiden maka tidak ada persoalan, 
sebab Presiden sebagai kepala pemerintahan bisa saja menentukan 
pembantu yang diberi tugas khusus tanpa harus memimpin departemen, 
artinya dalam ketentuan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 bahwa Menteri 
Negara itu memegang atau memimpin satu Departemen bukanlah satu 
keharusan, semuanya tergantung pada Presiden sesuai dengan 
kebutuhan yang dihadapi. 
Hal lain yang perlu ditegaskan sehubungan dengan adanya Menteri 
Negara ini bahwa, para Menteri itu bukanlah pegawai tinggi biasa. Oleh 
karena itu, para menteri tersebutlah yang menjalankan kekuasaan 
pemerintahan (pouvoir executief) dalam praktek, dalam artian para 
Menteri itu adalah pemimpin-pemimpin negara. Dari penjelasan ini, sudah 
menjadi kejelasan bahwa para menteri berkedudukan sebagai pemerintah 
atau pemegang kekuasaan sebagai pembantu Presiden di tingkat pusat. 
Hal ini berarti bahwa Presiden memiliki kewenangan hanya pada 
orangnya saja, tetapi pada struktur organisasi menteri sendiri harus diatur 
dalam Undang-Undang, dan saat ini sesuai ketentuan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pertanggal 19 
Oktober 2011, jumlah kementerian tetap terdapat 34, terdiri atas 3 (tiga) 
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Menteri Koordinator dan seorang Sekretaris Negara, 20 (duapuluh) 
menteri yang memimpin departemen, dan 10 (sepuluh) menteri negara. 
Selain mengenai menteri negara tersebut, terdapat pula jabatan 
Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia. Jabatan Wakil 
Menteri merupakan hal baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. 
Jabatan Wakil Menteri sebenarnya merupakan jabatan yang tidak diatur 
dalam UUD 1945, melainkan hanya tersirat diatur dalam Ketetapan Pasal 
10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 
bahwa: 
“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan 
secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada 
kementerian tertentu”.  
 
Ide pembentukan Wakil Menteri adalah Wakil Menteri diharapkan 
akan mempermudah penanganan kerja di sejumlah kementerian dengan 
beban kerja khusus, di mana Wakil Menteri itu nantinya bertugas 
membantu menteri dalam kerja koordinasi, sinkronisasi, dan penajaman 
kerja dalam Kementerian Negara yang kemudian secara khusus diatur 
dalam Pasal 68, 69, dan 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara44 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.  
                                                           
     44 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009  Tentang Pembentukan Dan 
Organisasi Kemeterian Negara Pasal 70 ayat (3) “Pejabat karir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon I.a” dihapus oleh 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara, dan 
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Saat ini ada 20 (duapuluh) Wakil Menteri yang menjalankan tugas 
pemerintahan pada Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu: 
1) Wakil Menteri Luar Negeri 
2) Wakil Menteri Keuangan 
3) Wakil Menteri Pertahanan 
4) Wakil Menteri Perdagangan 
5) Wakil Menteri BUMN 
6) Wakil Menteri Kesehatan 
7) Wakil Menteri Pariwisata 
8) Wakil Menteri ESDM 
9) Wakil Menteri Agama 
10) Wakil Menteri Hukum dan HAM 
11) Wakil Menteri Perindustrian 
12) Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 
13) Wakil Menteri Ekonomi 
14) Wakil Menteri Perhubungan 
15) Wakil Menteri Pekerjaan Umum 
16) Wakil Menteri Pendidikan Nasional 
17) Wakil Menteri Pendidikan Bidang Kebudayaan 
18) Wakil Menteri Pendidikan Bidang Pendidikan 
19) Wakil Menteri Pertanian 
20) Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi 
                                                                                                                                                                
disispkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 70A yang berbunyi sebagai berikut “Hak keuangan dan 





A. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul yang dipilih, penulis mengadakan penelitian 
pada kantor Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan kantor 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. Alasan memilih 
lokasi penelitian di kantor Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan 
kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta karena 
sumber data yang berkaitan dengan judul diatas hanya didapatkan Di 
kantor Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan kantor Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang 
dilakukan langsung dengan responden yang dapat mewakili beberapa 
sumber dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia dan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 
2. Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku 
dan tulisan-tulisan atau internet, jurnal hukum, serta peraturan 




C. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang 
relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, 
tulisan-tulisan dan perUndang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 
2. Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang 
berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. 
3. Penelitian lapangan (Field Research). 
 
D. Analisis Data 
Untuk menganalisis Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri dalam 
Sistem Pemerintahan di Indonesia. Maka data yang diperoleh kemudian 
dikumpulkan dengan baik secara primer dan sekunder, dan analisis 
secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan 
menjelaskan, menguraikan dan mengambarkan permasalahan serta 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri 
Berdasarkan latar belakang filosofis mengenai pengangkatan 
jabatan Wakil Menteri adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan 
tugas Menteri untuk meningkatkan kinerja di Kementerian Negara, yang 
pengangkatannya sepenuhnya menjadi hak Presiden. Dari penjelasan 
filosofis tersebut, maka pengaturan mengenai Wakil Menteri merupakan 
hak yang melekat pada Presiden. Dalam hal ini Presiden beranggapan 
bahwa terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara 
khusus dalam suatu Kementerian Negara, maka berdasarkan hal tersebut 
Presiden mengangkat Wakil Menteri. Secara umum tujuan pengangkatan 
Wakil Menteri antara lain:45 
a. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara 
yang berdaya guna dan berhasil guna. 
b. Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi di beberapa kementerian yang membutuhkan penanganan 
secara khusus. 
c. Dalam rangka menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran tertentu yang 
hendak dicapai oleh suatu kementerian. 
                                                           
     45 Rusnan,2013,Kajian Hukum dan Keadilan Volume I Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasi-  
nya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia,IUS:Mataram.  
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Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam penjelasan 
Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/201146 menyatakan bahwa 
ketentuan Pasal 17 UUD 1945 hanya menyebutkan menteri-menteri 
negara, tanpa menyebutkan Wakil Menteri, maka menurut Mahkamah 
Konstitusi kalau Menteri dapat diangkat oleh Presiden seharusnya 
Presiden juga dapat mengangkat Wakil Menteri. Menurut Mahkamah 
Konstitusi, UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga untuk 
pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan 
ketentuan konstitusi pengangkatan Wakil Menteri tersebut adalah bagian 
dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Akibat 
tidak adanya perintah maupun larangan di dalam UUD 1945 memberikan 
arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak 
diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” dan dimasukkan di 
dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak 
konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945. Menurut 
Mahkamah Konstitusi, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-
Undang, pengangkatan Wakil Menteri sebenarnya merupakan bagian dari 
kewenangan Presiden sehingga dari sudut substansi tidak terdapat 
persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa 
bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam UUD 1945 
                                                           
     46 Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011, Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 
39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Selasa, 5 Juni 2012. 
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kemudian diatur di dalam Undang-Undang, sepanjang hal yang diatur di 
dalam Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. 
Oleh karena pengangkatan Wakil Menteri itu boleh dilakukan oleh 
Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-
Undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai Wakil 
Menteri menurut Mahkamah Konstitusi, dapat berasal dari pegawai negeri 
sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisisan Republik 
Indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat 
Wakil Menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 
4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945.47 
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 
Kementerian Negara menyatakan bahwa, ”dalam hal terdapat beban kerja 
yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat 
mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu”, merupakan 
ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara a quo48 yang tidak 
mencantumkan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian 
Negara. Oleh karena Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai apa 
yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan secara 
khusus” maka menurut Mahkamah Konstitusi hal tersebut menjadi 
                                                           
     47 Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah 
menurut Undang-Undang Dasar”, Pasal 17 ayat 2 UUD 1945 “Menteri-menteri itu yang diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden”. 
     48 a quo adalah bersangkutan (misalnya: keputusan a quo yang dibanding) Diakses dari  
http://legaliteit.16mb.com/2012/02/kamus-istilah-hukum/ [28 Maret 2013]. 
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wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat Wakil 
Menteri. Menjadi kewenangan Presiden yang menilai seberapa berat 
beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan Wakil Menteri. Begitu 
pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan Wakil Menteri, 
Presiden berwenang juga memberhentikan Wakil Menteri tersebut. 
Dengan demikian, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mengandung persoalan konstitusionalitas. 
Berdasarkan dari pemahaman mengenai pengangkatan Wakil 
Menteri tersebut di atas bukanlah sesuatu yang terpisah dari ide 
pengangkatan menteri itu sendiri. Pengangkatan seorang menteri 
merupakan kewenangan penuh dari Presiden, sesuai dengan Pasal 17 
ayat (2) UUD 1945 yaitu “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden”. Berdasarkan hal ini maka pengangkatan seorang Wakil 
Menteri pun merupakan bagian kewenangan Presiden. Oleh karena itu 
perlu ditekankan kembali bahwa pengangkatan Wakil Menteri bukan 
merupakan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi. Akan tetapi, 
yang menjadi fokus permasalahan mengenai kedudukan Wakil Menteri ini 
ada pada Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara yang berbunyi “yang dimaksud dengan 
Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet”.  Dalam 
putusannya Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap penjelasan dari 
Pasal 10 ini tidak sesuai dengan Pasal 9  ayat (1) Undang-Undang Nomor 
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39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,  sebab dalam ayat tersebut 
dijelaskan bahwa susunan organisasi Kementerian terdiri dari atas unsur: 
Menteri; Pembantu pemimpin yaitu Sekretariat Jenderal; pelaksana tugas 
pokok yaitu Direktorat Jenderal; Pengawas yaitu Inspektorat Jenderal; 
Pendukung yaitu badan dan/atau pusat; dan pelaksana tugas pokok di 
daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Apabila Wakil Menteri ditetapkan sebagai pejabat 
karir, sudah tidak memiliki posisi dan tidak sesuai dengan struktur 
organisasi Kementerian dan tidak ada aturannya dalam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, hal ini 
menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena itu bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang 
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan hal 
inilah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penjelasan Pasal 10 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki 
hukum mengikat. 
Berdasarkan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang 
menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden yang 
mengatur tentang Wakil Menteri yang pada ketentuan sebelumnya diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 76 
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Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 
Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Perubahan  
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka diterbitkanlah 
Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 Tentang Wakil Menteri sebagai 
pengganti Peraturan Presiden tersebut. Keberadaan Peraturan Presiden 
ini diharapkan menyelesaikan polemik terhadap keberadaan Wakil Menteri 
dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Namun, pada kenyataannya 
keberadaan Peraturan Presiden ini masih dinilai tidak mampu 
menjelaskan kedudukan dari Wakil Menteri dan masih menimbulkan 
ketidakpastian terkait kedudukan Wakil Menteri. 
Dalam Pasal (1) Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 Tentang 
Wakil Menteri menyebutkan bahwa “Wakil Menteri berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Menteri”. Kemudian dalam Pasal (2) dan 
Pasal (3) mengenai rincian tugas disebutkan bahwa tugas Wakil Menteri 
meliputi: 
Pasal (2): 
1. Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam 
memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. 
2. Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Membantu Menteri dalam perumusan dan/atau 
pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan 
b. Membantu Menteri dalam mengkoordinasikan 
pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi 





1. Membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan 
Kementerian; 
2. Membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan 
kontrak kinerja; 
3. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; 
4. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Kementerian; 
5. Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian 
jabatan di lingkungan Kementerian; 
6. Melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan 
Kementerian; 
7. Mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat 
sesuai dengan penugasan Menteri; 
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan 
9. Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus 
yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.49 
Berdasarkan tugas-tugas Wakil Menteri di atas menurut Peraturan 
Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri sangat terlihat 
jelas betapa luasnya wewenang dari Wakil Menteri, namun jika kita 
mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 
Kementerian Negara, hal ini terlihat bertentangan. Dalam pasal tersebut 
disebutkan bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan 
penanganan secara khusus ,Presiden dapat mengangkat Wakil 
Menteri”. Dari Pasal tersebut diatas Wakil Menteri merupakan sebuah 
jabatan pilihan dan bukan menjadi sebuah keharusan, di mana jika di 
suatu Kementerian tertentu memiliki beban kerja yang berat maka disaat 
itulah keberadaan Wakil Menteri diperlukan. Selain itu dalam pasal 
tersebut juga mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang 
untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara 
                                                           
     49 Lihat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri 
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khusus, bukan menjalankan tugas-tugas yang begitu luas yang ada dalam 
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri 
tersebut. 
Menurut Yusril Ihza Mahendra, keberadaan Peraturan Presiden 
Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri dinilai bertentangan dengan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 
Selain tugas dari Wakil Menteri yang terlalu luas, terdapat juga 
permasalahan mengenai kedudukan dari Wakil Menteri yang dinilai 
bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara.50 
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2008 Tentang Kementerian Negara disebutkan mengenai susunan 
organisasi Kementerian yang terdiri dari unsur: 
1. pemimpin, yaitu Menteri; 
2. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; 
3. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jendral; 
4. pengawas, yaitu inspektorat jendral; 
5. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan 
6. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar 
negeri sesuai dengan praturan perundang-undangan.51 
 
Berdasarkan hal ini terdapat ketidakjelasan mengenai posisi Wakil 
Menteri dalam susunan organisasi Kementerian karena pada pasal diatas 
tidak disebutkan posisi dari Wakil Menteri tersebut. Wakil Menteri yang 
                                                           
     50 Wamen versi baru nabrak UU Kementerian Negara, http://yusril.ihzamahendra.com, 10 Juni 
2012. 
     51 Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 
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dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang juga membatalkan 
penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 
Kementerian Negara tersebut juga mengatakan bahwa Wakil Menteri itu 
adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet. Kalau penjelasan dalam 
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian 
Negara dipahami secara “a contrario”52, maka dengan itu dapat dimaknai 
bahwa Wakil Menteri bukanlah pejabat karir tetapi melainkan sebagai 
anggota kabinet. Namun pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 
Tentang Wakil Menteri terjadi kerancuan bahwa dalam Pasal 1 disebutkan 
bahwa “Wakil Menteri berada dan bertanggung jawab kepada menteri” 
yang pada kenyataannya bahwa Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden tanpa ada usul dari menteri yang bersangkutan melalui 
mekanisme pengangkatan “fit and proper test” oleh Presiden yang pada 
keberadaannya seperti yang terjadi pada pengangkatan menteri itu 
sendiri. 
Jimly Asshiddiqie dalam wawancara langsung dengan penulis 
menegaskan bahwa pengaturan jabatan Wakil Menteri dalam Undang-
Undang dapat dikatakan tidak tepat, karena mencampuradukkan antara 
kebutuhan akan jabatan politik pada Kementerian Negara dengan sifatnya 
sebagai jabatan karir kepegawaian. Jikalau untuk staf kepegawaian, 
dengan susunan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan 
                                                           
     52 a contrario adalah (menurut pengingkaran) adalah suatu cara menafsirkan undang-undang 
yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur 
dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan. 
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Direktorat Jenderal yang sudah ada dapat dikatakan sudah mencukupi, 
karena itu tidak perlu lagi ada penambahan jabatan dalam Kementerian 
Negara. Kalau yang dibutuhkan adalah fungsi politiknya, maka sudah 
tepat dikatakan Wakil Menteri yang juga menggunakan istilah menteri 
dalam UUD 1945, maka dengan itu jabatan Wakil Menteri merupakan 
jabatan politik dan bukan merupakan jabatan kepegawaian setingkat 
eselon Ia.53 
 
B. Hubungan Antara Wakil Menteri dan Menteri dalam Struktur 
Organisasi Kementerian 
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 
2008 Tentang Kementerian Negara disebutkan mengenai susunan 
organisasi Kementerian yang terdiri dari unsur: 
1. Pemimpin, yaitu Menteri; 
2. Pembantu pemimpin, yaitu Sekretariat Jenderal; 
3. Pelaksana tugas pokok, yaitu Direktorat Jendral; 
4. Pengawas, yaitu Inspektorat Jenderal; 
5. Pendukung, yaitu Badan dan/atau Pusat; dan 
6. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar 
negeri sesuai dengan peraturan perudang-undangan. 
Mengenai hal tersebut di atas, sudah jelas bahwa sistem tata 
negara Indonesia sebelumnya atau dalam hal ini yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 
belum mengenal nomenklatur istilah jabatan Wakil Menteri yang diangkat 
oleh Presiden berdasarkan hak preogratifnya. Demikian bahwa, Menteri 
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan Pasal 17 
                                                           
     53 www.jimly.com/tanyajawab?page=18 
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Undang-Undang Dasar 1945 yakni sebagai pembantu Presiden. Menteri 
memimpin lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan 
kabinet yang disusun oleh Presiden. Sebelum adanya posisi Wakil 
Menteri, gambaran umum struktur organisasi Kementerian Negara terdiri 
atas Sekretariat Jenderal (Sekjen), Inspektorat Jenderal (Irjen) dan 
Direktorat Jenderal (Dirjen). Jumlah Sekretariat Jenderal dan Inspektorat 
Jenderal hanya memiliki satu unit, sedangkan jumlah Direktorat Jenderal 
tergantung pada kompleksitas tugas dan fungsi masing-masing 
kementerian. 
Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang mengurusi rumah 
tangga kementerian, sedangkan Inspektorat Jenderal memiliki fungsi 
pengawasan atau supervisi yang mengawasi semua unit organisasi dalam 
kementerian yang bersangkutan termasuk Menteri. Pelaksanaan 
beberapa tugas teknis dan administrasi kementerian dijalankan oleh 
Direktorat Jenderal. Sebagai contoh, pada Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, urusan administrasi hukum umum dilaksanakan oleh 
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Sedangkan 
posisi staf ahli dipercayakan oleh para pakar yang menguasai bidang 






Gambar 1. Struktur organisasi Kementerian Negara Secara Umum Sebelum dibentuknya 
Jabatan Wakil Menteri Pada Kementerian Negara. 
 Sejak jabatan Wakil Menteri dibentuk, secara otomatis struktur 
organisasi Kementerian Negara menjadi bertambah. Penambahan struktur 
organisasi di Kementerian Negara berimplikasi pada struktur organisasi 
Kementerian Negara secara keseluruhan. Melihat kepada tugas, fungsi, 
dan kewenangan, maka jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan dalam 
struktur organisasi Kementerian Negara berada satu tingkat di bawah 
Menteri dan juga berada satu tingkat di atas Sekretariat Jenderal, 












Gambar 2. Struktur organisasi Kementerian Negara pasca dibentuknya jabatan Wakil 
Menteri 
 
Dari struktur organisasi Kementerian Negara tersebut di atas, maka 
dapat dipahami bahwa terdapat penambahan satu nomenklatur pada 
Kementerian Negara sejak dibentuknya jabatan Wakil Menteri. Secara 
teoritis hal ini akan berdampak pada struktur organisasi Kementerian 
Negara secara keseluruhan. 
Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan 
Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri menyatakan 
bahwa “Wakil Menteri wajib berkoordinasi  dengan menteri. Yaitu: 
membangun keselarasan dengan kebijakan menteri, mengikuti dan 
mematuhi petunjuk menteri, dan menyampaikan laporan hasil 
pelaksanaan tugasnya kepada menteri”. “Dalam melaksanakan tugasnya, 












dengan para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian. Dalam 
melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri berwenang mengadakan 
rapat koordinasi dengan para pejabat di lingkungan Kementerian”. 
Berdasarkan kewenangan Wakil Menteri yang tercantum dalam 
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri dapat 
dikatakan bahwa bentuk pelimpahan kewenangan yang ada pada Wakil 
Menteri adalah delegasi54, di mana kewenangan Wakil Menteri tersebut 
merupakan kewenangan yang diberikan oleh organ pemerintahan yang 
satu kepada organ pemerintahan lainnya yaitu dalam hal ini Presiden 
kepada Wakil Menteri itu sendiri. Dalam melaksanakan kewenangannya 
tersebut, tidak ada penyebutan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 
Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri mengenai kewenangan untuk 
menggantikan Menteri yang jika pada Kementerian Negara terjadi 
kekosongan jabatan Menteri dikarenakan Menteri tersebut mangkat, 
berhenti, diberhentikan, atau Menteri tersebut tidak dapat melaksanakan 
kewajibannya dalam masa jabatannya. Jabatan Wakil Menteri pada 
Kementerian Negara tidak dapat disamakan dengan jabatan Wakil 
Presiden sebagai pembantu Presiden, karena jabatan Wakil Presiden 
merupakan satu kesatuan yang disebutkan dalam UUD 1945 yang dipilih 
bersamaan dengan Presiden melalui pemilihan umum yang menurut Pasal 
8 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Jika Presiden mangkat, 
                                                           
     54 Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah dari organ pemerintahan yang satu 
kepada organ pemerintahan yang lainnya. Atau dengan katal lain bahwa terjadi pelimpahan 




berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam 
masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa 
jabatannya”. Pengangkatan dan pemberhentian Menteri dan Wakil Menteri 
dijelaskan terpisah di dalam aturan yang berbeda, yang dimana 
pengangkatan dan pemberhentian jabatan Menteri dinyatakan dalam 
Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 
Kementerian Negara sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Wakil 
Menteri dinyatakan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 
2012 Tentang Wakil Menteri. 
Hubungan antara Wakil Menteri dan Menteri dalam struktur 
organisasi Kementerian Negara, kita juga dapat melihat hal di dalam Pasal 
1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang 
menyatakan bahwa “Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Menteri”. Dalam melihat Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 
60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri bahwa terdapat hubungan 
pertanggung jawaban antara Wakil Menteri terhadap Menteri. 
Pertanggung jawaban Wakil Menteri terhadap Menteri sebagaimana 
tersebut di atas merupakan hubungan yang didelegasikan oleh Presiden 
untuk membantu Presiden menerima pertanggung jawaban dari Wakil 
Menteri, karena sebenarnya yang berhak menerima pertanggung jawaban 
dari Wakil Menteri adalah Presiden sebagai jabatan yang melakukan 
pengangkatan terhadap Wakil menteri. Selain itu melaporkan segala 
bentuk transparansi kinerja yang telah dilakukan oleh Wakil Menteri. 
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Selain hubungan pertanggung jawaban55 sebagaimana tersebut di 
atas, juga terdapat hubungan tugas antara Wakil Menteri terhadap Menteri 
sebagaimana tersebut di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden 
Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang di mana di dalam 
Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang 
Wakil Menteri tersebut disebutkan mengenai beban tugas dan tanggung 
jawab Wakil Menteri yaitu dari pelaksanaan tugas Kementerian, 
perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengkoordinasian pencapaian 
kebijakan strategis lintas eselon I di Kementerian Negara. Untuk itu dapat 
dikatakan bahwa beban tugas Wakil Menteri merupakan pemberian tugas 
dari Menteri yang bersangkutan sehingga banyak dan tidaknya peran dan 
fungsi Wakil Menteri tergantung oleh banyak atau sedikitnya peran yang 
diberikan Menteri kepada Wakil Menteri. 
Mengenai hubungan dan rincian tugas serta kewenangan antara 
Wakil Menteri dengan Menteri terdapat beberapa hal yang menjadi 
kewenangan dari Wakil Menteri diantaranya membantu Menteri dalam 
proses pengambilan Keputusan Kementerian Negara, membantu Menteri 
di dalam menjalankan program kerja dan kontrak kinerja, memberikan 
rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan 
                                                           
     55 Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab 
hukum (liability). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu 
bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau 
berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat 
orang tersebut bertanggung jawab. Subjek responsibility dan subjek kewajiban hukum adalah 
sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggung jawaban berdasarkan 
kesalahan (based on fault) dan pertanggung jawaban mutlak (absolut responsibility). Jimly 




pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara, melaksanakan 
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kementerian Negara, membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan 
pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Negara, mewakili Menteri 
dalam acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan 
Menteri, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri dan dalam 
hal tertentu Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan 





















Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah: 
Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara mengenai jabatan Wakil Menteri 
menentukan bahwa Wakil Menteri bertugas untuk membantu menteri dan 
bertanggung jawab kepada Menteri. Berdasarkan ketentuan konstitusi, 
pengangkatan Wakil Menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden 
untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya perintah maupun 
larangan di dalam UUD 1945 memberi arti berlakunya asas umum di 
dalam hukum bahwa “sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang 
itu boleh dilakukan” dan dimasukkan di dalam Undang-Undang sepanjang 
tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-
ketentuan lain di dalam UUD 1945. 
Mengenai hubungan Menteri dan Wakil Menteri dalam Kementerian 
Negara seperti yang ditegaskan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan 
Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri menyatakan 
bahwa “Wakil Menteri wajib berkoordinasi  dengan menteri. Yaitu: 
membangun keselarasan dengan kebijakan menteri, mengikuti dan 
mematuhi petunjuk menteri, dan menyampaikan laporan hasil 
pelaksanaan tugasnya kepada menteri”. “Dalam melaksanakan tugasnya, 
Wakil Menteri menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 
65 
 
dengan para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian. Dalam 
melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri berwenang mengadakan 
rapat koordinasi dengan para pejabat di lingkungan Kementerian”. 
 
B. Saran 
Saran penulis dalam penelitian ini adalah: 
1. Perlu adanya evaluasi yang lebih cermat dan komprehensif 
mengenai keberadaan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan 
Indonesia guna menghindari kerancuan jabatan yang terjadi dalam 
sistem pemerintahan Indonesia yang dalam hal ini terjadi pada 
Kementerian Negara. 
2. Perlu adanya pembenahan secara hukum sehingga dapat 
menimbulkan kepastian hukum yang jelas dalam persoalan 
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